
BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan besaran Dana

Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun

Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Solok Selatan

Nomor 49 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun

Anggaran 2022, perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan opertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan peraturan

bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor

49 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan Dan

Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun

Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);
. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten

Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4348);
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan

dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);
. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);
. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
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Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pengelompokan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan

Belanja dan Penunjang Operasional Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengambilan

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011

tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman tugas

Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun

2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman tugas

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Solok Selatan;

15.Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 49 Tahun 2021

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Solok Selatan Tahun Anggaran 2022.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 49

Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor

49) diubah menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok

Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 1! Maret 2022

pyran SOLOK SELATAN,

| AL UNAS

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 1 MAR GT 2022Ml

IBUPATEN SOLOK SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 15

SEKRETARIS DAERAH

ZALDI
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : (G TAHUN 2021
TANGGAL : ‘WA MARET 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

A. DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Keterangan :

Bagi Daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Rendah :

1) Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (Dua) kali

uang refresentasi Ketua DPRD.

2) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing - masing disediakan

paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang refresentasi

Wakil Ketua DPRD.

B. TENAGA AHLI/ KELOMPOK PAKAR/ TIM AHLI

Keterangan:
Tenaga Ahli/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli sebagaimana dimaksud

diangkat oleh Sekretaris DPRD dan dibayarkan honorarium setiap

bulannya.

tkBUPAAZI SOLOK SELATAN,

NO.| KOMPONEN - SATUAN JUMLAH
1 2 3 4
1, |Ketua DPRD OB Rp. 4.200.000,-

2. |Wakil Ketua DPRD OB Rp. 2.520.000,-

INO. _ KOMPONEN. SATUAN “KEBUTUHAN
PERSONIL.

1. 2. 3. 4. 5.
1. |Tenaga Ahli SesuaiOB Rp. 3.000.000,- Kebutuhan
2. |Kelompok Pakar/ Tim Maksimal 3

Ahli OK Rp. 750.000,- Orang

JUMLAH

KHRIRUNAS
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